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Sebagaimana kita ketafui bersama babwa Presiden Republik Indonésia pada sideng
Paripwrna Majelis Parmusyawarsetan Rakyat Repubiik Indonesia, tanggal 20 Oktober 2012
talah menyampaikan pidato pelantkan yang selah satu arahannya adalah perunya dlakukan
penyederhanaan birckrasi menjadi hanya 2 {dua) level dan mengganti'mengalitkan jabatan
tersebut dengan j@batan fungsional yang berbasis pads  keahian/ksterampllan  dan
kompetens terteniu Penyederhanaan birokrasi tersebul dimaksudkan untuk menciptakan
birokrasi yang lebih dinamis, agife, dan profesional dalam upaya peningkatan efaktifitas dan
efisiansi untuk mendukung kinerjie pelayvanan pemerintah kepada publk. Hal ini dikuti
dengan upays peningketen kempetznsi Pegawsi Aperatur Sipil Negara.

Arahan Presigen terssbut mengisyaratkan perlunya tindak lanjut yang bersifat konkret
dengan cara mengalinkan jahatan adminisirasi vang terdrl Stes Administrator (jabatan
struktural Esslon |, Pengawas (jabatan struktural Esaion V), dan Pelaksana (jabatan
struktural Eselon V) di saiwuh Kemantefian, Lambaga yang Pimpinannya Sefingkat Mantar,
Lembaga Pamarintah Mon Kamentarian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga
Mon  Strukiural, Lemibaga Penylaran Fubilk, Pemerintah Provins, dan Femerintsh
KabupateniKota secara selektif, Terhadap pajabat strukiural Esefon |, Eselon IV, dan
Eselon V yang terdampak penpalinan akibat dari kebijakan penyedernanaan birokrasi
tersebut dialihkan menjadi pejabat fungsionsl yang sesusi dengan bideng dan tugas jabatan
fungsionalnya céngan memperhatikan jenjang jebaten kelas jsbatan, dan penghasilan
pejsbat fungsional yang bersangkutan




Penyederhanaan birokrasi peds jebatan struktural Eselon Il Eselon 1V, dan Eselon

VW dikecuslikan begi jabetan strukiural yang memenuhi kriteria, antara lain:

& Memiliki tugas dan fungsi sebegai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangen dan
tangguny jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang!jasa; atau

B. Memilki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewsnangan/otortas, legalisasi,
pengesahan, persetuflan dokumen, atau kewanangan kewilayahar, atau

¢c. Kriteria dan Syarat lain yang bersfat khusus berdasarkan usulan masing-masing
Kementerian/Lambags kepada Menteri Pendayagunasn Aparatur Megara dan Reformasi
Birokrasi sebagai bahan pertimbangan penstapan  jabatan  yang  diperiukan
kedudukannya sebagal pejabat struktural Esalon I, Eselon IV, dan Eselon V.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, guna percepatan pengalinan
jabatan struktural Eseton lll, Esalon IV, dan Eselon WV dimaksud, kami mengharapkan kepada
seluruh pimpinan Kementerian, Lembaga yang Pimpinannya Setingkal Menteri, Lembags
Pemerintah Mon Kementerian, Sekretarist Lembaga Megara, Sekretariat Lembaga hon
Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerntah Provinsi, dan Pemerintah
K.abupatenKota untuk segera melaksanakan langkah-iangkah strateqis dan konkret sebagai
berikut:

1. Mengdentifikasi unit kerp Eselon I, Eselon IV, dan Eselon V yang dapal
disederhanakan dan dialikan jabatan struktwainya sesuai peta jabatan di lingkurgan
instansi masing-masing.

2. Melakukan pemetaan jabatan dan pejabat struktureé Eselon |, Eselon IV, dan Eselon W
pada unit kerfa vang terdampak peralinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas
dan sekaligus mengidentifikasi kesetarsan jabatan-jabstan tersebut dengan jsbatan
fungsional yang aken diduduki

3, Memetakan jabatan furgsional yang dapat dan dibutubkan urtuk menampung peralinan
pajabat struktural Eseton [, Esaton IV, dan Eselen V' yang terdampak pemangkasan
akibat dari kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud padg angka 2 di
atas pada nstansi Saudara,

4. Nhelakukan penyelarasen kebutuhan anggaran terkait dengan penghasilan pada jabatan
yvang terdampak cleh kebijaken penyederhanaan birckrasi.

5  Melaksanakan sosiglisasi dan memberikan pemansman kepada seluruh pegawal di
instansi Saudara terkait dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga setiap
pegawai dapat menyesuakan dii dengan struklur crganisasi yang dinamis, agile, dan
profesional dalam rangka maningkatkan kinerja orgamsas: dan pelayanan publik,

B, Hasil identifkasi dan pamelaan sebagaimana dimaksud pada apgka 1 dan angka 2
kiranya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dalam bentuk berkas lunak (soffcopy) paling lambat minggu ke-IV (ke-smpat)
Desembar 2019,




Proses transformast jabatan strukiursd Eselon |1, Eselen |V, dan Eselon V ke jabatan
fungeicnal dilaksanakan berdasarkan hasil pemetsan sebagaimana dimsksud pada
angka & di atas paling lambat minggu ke-\V {ke-smpat} Juni 2020,

Selanjutnya Saudara diminta untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud pada
angka 1 sd angka 7 & atas secara profesional, bersih dari kKorupsy serta tidak ada
konfik kepentngan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata
kelola pemerntahan yang baik, dan barpedoman pads ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Adepun tats cerg pengalihan jabatan strukiural Eselon [If Eselon IV, dan Eselon WV
menjadi  jabatan  fungsional akan diatur jebh  lanpt dalam Peraturan Menten
Fendayagunasn Aparatur Megsra dan Reformasi Birokrasi mefalui  pengangkatan
inpassing/penyesuaan ke dalam jabatan fungsional secara khusus,

Atas perhatan dan kerja sama Sacdara, disampaikan tarima kasih,

————Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Wl E ga asi Birokrasi,

Tembusan,

%:

Presiden Republik Indonesig;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia.




